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BUPATI BOALEMO

bahwa dalam rangka perbalkan orgamsam ketatalaksanaan o

; dan kepegawalan yang berbas1s pada k1nerja dlbutuhkan |

uraian anahsa Jabatan pada setiap Jabatan untuk

; mewu_]udkan pegawal negeri sipil yang profesmnal berdaya' |

‘guna dan barhasil guna; 7 : e

. bahwa untuk‘ menentukan formasi Jabatan, peringkat
. E Jabatan dan evalua31 Jabatan perlu dllakukan Analisis Beban'
s Ker_]a, '

C.

PARAF HlRARKH\S

q»ahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana d1maksud
(

lalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

WABUP

]}upau Boalemo tentang Anallsls Jabatan dan Analisis Beban

!4-ASS“ \ll

A

ginga :

erja pada Rumah Saklt Umum Daerah Tan1 Dan Nelayan

abupaten Boalerno,

" ndang—Undang Norrior ‘50 Tahun 1999 tentang‘

‘embentukan Kabupaten Boalemo (Lkembarank Negara-

KABAG HUKUM | . Fiowillis

i

epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran -Negara Repubhk Indone31a Nomor 3899), .

: scbagaimana telah di ubah dengan Undang — Undang Nomor




o :10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang':
' Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Boalemo (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2000 3

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a/ w i

- Nomor 3965); ’

2. Undang-Undang  Nomor = 12 Tahun  ; 201 1} tentang

' 'Pembentukah“ Peraturan Peruhdang—Undangan (Lémbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82:

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor‘
- 5234); ” V SN

. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll ;

: Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor 5494); SR s

. Undang-Undang  Nomor 23 s ’Tahun : 2014, tentang

,Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a =

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

'fR‘epubhk Indon_esm Nomor 5587), sebagaimana telah diubah i

‘ beberapa kali ' terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 i

" Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang "

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerlntahan Daerahk,

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 2

: Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5679), : :
; Peraturan Pemerintah ‘Nomor 18 Tahun 2016 tentangf '

o Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm[

| Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara:'~
~ Republik Indonesm Nomor 5887);
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

. Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indone31a o

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara*/
Repubhk Indones1a Nomor 6037 )

. Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara L -
 dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang

Pedoman Anahsm Jabatan, o




. Peraturan Menferi Negara Pendayagunaaﬂ Aparatur'Negara .
‘dan Reformas1 Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang'., .
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negen Sipildi - -

L1ngkungan Instansi Pemermtah (Benta Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita: Negara

,Repubhk Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) sebagalmana :

telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor,

120 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri   ;

. Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

: Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia |

- 10.

11
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah =

12.

Tahun 2018 Nomor 157),
Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan,

: Peraturan Daerah Kabupaten Boalerno Nomor 5 Tahun 2016

'(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 20 16 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65),

Peraturan Bupat1 Boalemo Nomor 15 Tahun 2009 tentang

| Tugas Pokok dan Fungs1 Badan Pengelola Rumah Sakit

: ‘Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

13.

Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang -

- ~ Penetapan  Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan e
Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan

T ’Mene”tapkan'

Nelayan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS

' JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN
 BOALEMO o 1




o BAB I
- KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeratUran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10

o1

Daerah adalah Kabupaten Boalemo

Pemermtahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerlntahan oleh :

'pemermtah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas.
otonom dan tugas pembantua:n dengan prinsip otonorm seluas—luasnya S

- ‘dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

Pemenntah Daerah adalah Bupau sebagai unsur penyelenggara,

pemenntahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemermtahan S

iy yang menjad1 kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan Perwakﬂan Rakyat ,

;Daerah dalam peneyelenggaraan urusan pemermtahan yang menjad1
kewenangan daerah '

'Bupatl adalah Bupat1 Boaiemo L

| Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
. Staf Ah11 adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan;
| : fung31 d11uar tugas dan fungsi perangkat daerah ;
3 Pegawa1 Negen Sipil yang selanjutnya dlslngkat PNS adalah Pegawau
il Negen S1p11 di Llngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggun'awab

wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi

Negara

Jabatan leplnan Tlnggl adalah sekelompok _]abatan tlnggl pada 1nstansi

e pemenntah

Jabatan Admmlstras1 terdiri atas Jabatan Administfator; Jabatan”" '
Pengawas ‘dan Jabatan Pelaksana

abatan Admlmstrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

e tugas, tanggung jawab, Wewenang dan hak seorang Pegawa1 Negerl Sipil -

dalam rangka mem1rnp1n pelaksanaan. seluruh keglatan pelayanan pubhk

7 G i serta administrasi pemenntahan dan pembangunan
SR tanggung jawab, Wewenang dan hak seorang Pegawal Negen Sipil dalam |

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

rangka mengenda_hkan pelaksanaan keglatan yang dilakukan oleh pejabat

pelaksana.




§

14 Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

. 16. A

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negen Slp11 dalam

rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta adm1mstras1 o
, pemermtahan dan pembangunan
15.

Jabatan Fungs1onal adalah sekelompok jabatan yang bens1 fungsi dan

"tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada'

keahhan dan keterampllan tertentu dan kenalkan pangkatnya’

' dnsyaratkan dengan angka kredit.

17.

18,

al1s1s Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan '
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan; '

Ana11s1s Beban Kerja adalah suatu teknik manajmen yang dllakukan ‘

:,secara 31stematls untuk memperoleh 1nforma31 mengenal ‘tingkat
: efekt1v1tas dan efisiensi kerja berdasarkan Volume kexja, ,
‘Jabatan Fungsmnal Tertentu adalah suatu kedudukan | yang‘

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang

§ jpegawa,l negen dalam suatu organ1sas1 yang dalam pelaksanaan tugasnya

= mand1r1 dan untuk kenmkan Jabatan dan pangkatnya dlsyaratkan dengan '

d1dasarkan pada keahlian ‘dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat - |

B angka kredit.
- 19.
! ’ Jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. ngkasan tugas

'ngkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dan keseluruhan tugas

-  Jabatan dlmmuskan dan tugas yang pa.hng inti atau paling esen31 dalam o

St Jabatan yang bersangkutan.
20

R1nc1an Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas o

s Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan

_ dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerJa dengan menggunakan k

"perangkat ker_]a dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap

~jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (hma) sampai 12

” ";"(dua belas) tugas dan setlap tugas diuraikan dengan _]elas dalam nnman

£ tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, rnengapa harus dlker_]akan, :

- dan bagaumana cara menger]akannya

21,

‘ Pangkat menunJukkan t1ngkat kedudukan seseorang Pegawal Negen S1p11

: berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawalan yang V

- dlgunakan sebagaJ dasar penggajlan

22.

Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh
seseorang untuk menduduk1 suatu Jabatan dan merupakan tuntutan

kemampuan kerja yang dltunjukkan dengan keahhan atau keterampilan




| kerja yang d11dent1ﬁka31 dari pemilikan pengetahuan ker_]a, pendldlkan :
- pelatlhan, pengalaman kexja dan kemampuan dan aspek ps1kologls dan‘ G
- kekuatan fisik.-

»2_3;’,'1'Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang dlgambarkan secara ‘vertikal -
: '"jimaupun hor1zonta1 menurut struktur kewenangan tugas dan tanggung

B Jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan seluruh

Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

24,

Uraian Jabatan adalah uralan tentang 1nforma31 dan karakteristik

- ~ jabatan, sepert1 nama Jabatan kode Jabatan unit kexja ringkasan tugas

i Jabatan hasil ker_]a bahan kerja, perangkat/ a.lat ker_]a tanggung jawab,

o wewenang, rincian’ tugas, nama Jabatan dlbawahnya, korela31 Jabatan, o

syarat Jabatan

keadaan tempat kerja, presta51 kerja, upaya ﬁ31k resiko bahaya, dan

: BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
‘ ~ Pasal2 ‘ . ‘
analls1s Jabatan dlgunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebljakan‘

ey program - pembinaan / penataan kelembagaan, : kepegawa1an,g

@

ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pend1d1kan dan pelatlhan

| aparatur

anahsls jabatan dlgunakan sebaga1 dasar dalam penyusunan kebljakan
program dan. keg1atan serta pedoman pelaksanaan tugas bagl setiap
| pemangku Jabatan sesuai hngkup tugas dan fungsmya S |

BAB 111
‘RUANG LINGKUP
Pasal 3

i tRuang llngkup pengaturan dalam Peraturan Bupat1 ini adalah

a.

o “;fil’.o" ‘.0‘5

| analls1s Jabatan,

analisis. beban kerja;

| kegunaan anahsls Jabatan dan anahsls beban kerJa,
. kewenangan dan : '

: monltonng, Evalua31 dan Pengendahan




(1)

 BABIV
v ANALISIS JABATAN
-~ Pasal 4

e Jabatan secara lebih tepat dan akurat

AnahSlS Jabatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlsusun sebagal 2

dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Rumah'

Saklt Umum Daerah Tani Dan Nelayan dalam kepentmgan kelembagaan

. ‘ kepegawalan, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

" BABV |
ANALISIS BEBAN KERJA
' Pasal 5

Anahs1s Beban Kerja dlsusun sebagai dasar untuk memperoleh Jumlah“: :

B, pegawal yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi .

3 -‘v‘:’ikebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur orgamsas1 Rumah Sakit

& ; ~‘Umum Daerah Tan1 Dan Nelayan

Tu_]uan Ana1151s Beban Kerja sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebaga1

’fjdasar penempatan pegawa1 ‘dalam Jabatan yang dlperlukan oleh Rumah

- Saklt Umum Daerah Tani Dan Nelayan dalam pelaksanaan tugas dan

i fungm orgamsas1 sesuai beban kerja.

BAB VI
KEGUNAAN
: P Pasal 6 :
Anahs1s Jabatan dan Analisis Beban Kerja dxpergunakan untuk = :

o - a Perencanaan kebutuhan PNS;

| f'b Rekru1tmen calon PNS; :

- c. Penempatan PNS;

. ::d Pengendahan PNS; ‘
e Pendldlkan dan pelatlhan PNS

f Pengembangan PNS dan

';g Kesejahteraan PNS.
: ,(2)“

Kegunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya
dilakukan oleh : : .

a. Rumah Sakit Umum Daerah Tam Dan Nelayan,

b. Badan Kepegawalan Daerah Pendldlkan dan Pelatlhan,

Anallsls Jabatan dlsusun sebaga1 dasar untuk memperoleh 1nforma81 o




c. Bagian Hukum dan Orgnisasi.

- )

~Pasal 7

Anahs1s Jabatan dan Anahsls Beban Kerja dllakukan terhadap Jabatan , fi

G plmpman tmggl, jabatan adm1n1stras1 dan jabatan fungsmnal pada Rumah

S Sak1t Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

e
.

[

5o ,cbj Q. ,cs*,c? P

Anahsls Jabatan sebagalmana dimaksud pada: ayat (1) dlolah menJadl

-1nforma31 ]abatan, meliputi:

."*Nama Jabatan,

. Kode Jabatan,

'*,‘Unlt orgamsam, :
Kedudukan dalam struktur orgamsa31
Ikhtlsar Jabatan ‘

Uraian tugas;

‘Bahan 'ke‘rja; ¥

.kPera‘ngkat/alat kerja;

Hasil kerja; | - |

. Tanggung jawab;

’ ook Wewenang,

i

ewess

(3)

. Korelasi jabatan; | _

. Kond;s; lingkungan kerja;

. ,Res'i»ko bahaYa; B ’

: SYarat jabatah'

Presta31 yang d1harapkan, dan
. Butir informasi lain. ‘ ‘ :
Anah81s Beban Kerja berupa jumlah forma81 Jabatan dan pegawal yangr ,
~ dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fung31 Rumah Sakit Umum‘ : :
,Daerah Tani Dan Nelayan sesuai dengan beban kerja Jabatan '
‘Hasﬂ penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Rumah Sakit :

 Umum Daerah Tani Dan Nelayan sebagalmana tercantum dalam Lamplrani .

- ©®

1 dan Lampiran il Peraturan Bupatl ini.

‘Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Anahs1s Beban Kexja sebagalmana

- dimaksud pada ayat 4) dltetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Umum” ‘

 Daerah Tani Dan Nelayan setelah mendapat validasi dari Bagian Hukum - :

dan Organlsas1 Rumah Sakit Umum Daerah Tam Dan Nelayan Kabupaten ‘

Boalemo.




(1) |
Ly Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan dalam hal ini dllaksanakan oleh

= BAB VII
KEWENANGAN
" Pasal 8

Anal151s Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Rumah ‘

S Baglan Hukum dan Organisasi.

@
s d1maksud pada ayat (1) dapat menglkutsertakan Organisasi Perangkat
o Daerah,terkalt dan / atau pihak lam, ;

’ pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja i

Pelaksanaan Analisis Jabatan ‘dan Analisis Beban Kerja sebagalmana’

BAB VIII
MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN
' Pasal 9 '

Baglan Hukum dan Organlsa31 melaksanakan monitoring terhadap |

‘»'pada Rumah Sakit Umum Daerah Tan1 ‘Dan Nelayan secara berkala atau

E sewaktu—waktu sesuai kebutuhan.

o anahsls beban kelja pegaweu sebaga1 bagian dari formasi dan kedudukan“ |

Evaluasi dan pegendahan kebuakan / pengaturan ‘analisis Jabatan dan

‘ penempatan pegawal dalam jabatan pada Rumah Saklt Umum Daerah Tani

_ ':Dan Nelayan dilaksanakan oleh Badan Kepegawalan Daerah, Pend1d1kan

-

~ dan Pelatlhan dan Baglan Hukum dan Organ1sas1

Pelaksanaan evalua31 dan ‘pengendalian sebagalmana dlmaksud pada ayat

Gy @), Baglan Hukum dan Organisasi dapat berkoord1na31 dengan Organ1sas1 '

@

Perangkat Daerah terkaJt

‘Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagalmana

,_f»ydlmaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran

: Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ‘melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan ‘Organisasi Rumah Saklt Umum" S

Daerah Tam Dan Nelayan Kabupaten Boalemo




~ BABIX
KETENTUAN PENUTUP
‘ e ~ Pasal 10
o Peraturan Bupat1 ini mulaJ. berlaku pada tanggal dlundangkan

o Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan

~ Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan d1 Tilamuta
Agurfvr 2019

D ARWIS MORIDU

e Dlundangkan di Tllamuta
g pada tanggal & AW2019
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TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RSUD DITANI DAN NELAYAN
| BABUPATENBOALEMO o w T
- DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA RSUD TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO |

SRR R - bl
JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA ; | B
DIREKTUR S ) 1 o|
1. KEPALA BAGIAN TATA USAHA N | R 1 o
1.1  KEPALA SUB BAGIAN UMUM wmmrmzo§w>z 'DAN KEPEGAWAIAN 1 1 1 ol -
A PENGELOLA KEPEGAWAIAN | [ 1 1 o
‘B PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN \ b 1 ol
C PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH o] 1 o
D PENGELOLA SURAT o 1 0
E PENGEMUDI I o 1 1)
- 'F PENGEMUDI AMBULANS : L2 6 4
G PETUGAS KEAMANAN o C1 12 11
~ H PENGADMINISTRASI RAPAT - | | | A il 0
1.2 M KEPALA SUBBAG KEUANGAN _ b 1 0
A BENDAHARA | 3 3 0
_B_ PENGADMINISTRASI PENERIMAAN L3l i 1
¢




e T

C PENGADMINISTRASI KEUANGAN

D PENGELOLA PROGRAM JAMINAN Humugwgmgz émmmspﬁ?Z

= e h e

—

E PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN

W

HumUZQOFPE U>H> .bLuEFPmH U>Z HumUZQMFOH\;Z U>.H> mﬁemg
F KEUANGAN :

W

. - KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

2.1  KEPALA SEKSI RAWAT JALAN

A PENGADMINISTRASI UMUM

UL -

2.2  KEPALA SEKSI RAWAT INAP

[a—y ok [ [ Lo

el L i o

olvlolo o

A PENGADMINISTRASI UMUM

AEN

WHE’FP BIDANG PENUNJANG MEDIS

3.1 KEPALA SEKSI PENUNJANG Ub&@ZOWEN

- 5 gt - o T
PRy LY S >

A PENGELOLA KEFARMASIAN

s

B PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI

C PENGADMINISTRASI UMUM

3.2 KEPALA SEKSI PENUNJANG KEPERAWATAN

PR P Y ISP SRS NI I I

O N O = |JOo JO |-

‘A PRANATA JAMUAN

1

o

1

=

B TEKHNISI PERALATAN KANTOR

' C PENGADMINISTRASI UMUM

. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI RUMAH SAKIT

4.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

'A  PENYUSUN PROGRAM >ZQQ>W>2 DAN Humur.}mvogz
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A PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN

B PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

DIREKTUR

1 DOKTER PERTAMA

[
W

it B
N B

2 DOKTER MUDA

10

[
o

" 3 DOKTER MADYA

4 DOKTER UTAMA

5 DOKTER GIGI PERTAMA

o .| |b

6 DOKTER GIGI MUDA

o

7 DOKTER GIGI MADYA _

8 DOKTER GIGI UTAMA

9 APOTEKER PERTAMA

10 APOTEKER MUDA

11 APOTEKER MADYA

12 APOTEKER UTAMA

QIO |- |= |O |=

H[\V)CIJO\‘OI—‘O!—‘”OVJ‘U’I'

= olo lalololo |~ lw i~ o

' 13 PERAWAT TERAMPIL

PR

o

o
0

o
N

14 PERAWAT MAHIR

W
B

w
B

=

' 15 PERAWAT PENYELIA

10

p—
0

16 PERAWAT PERTAMA

W
W

-0

w
N

17 PERAWAT MUDA

18 PERAWAT MADYA =

19 PERAWAT UTAMA

PR

s

o lm In|»

O = | W

50 FISIOTERAPIS PELAKSANA

s

-




51 FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN

29 FISIOTERAPIS PENYELIA

73 FISIOTERAPIS PERTAMA

24 FISIOTERAPIS MUDA

QO Im |0 |

25 FISIOTERAPIS MADYA

' 26 FISIKAWAN MEDIS PERTAMA

27 FISIKAWAN MEDIS MUDA

PR PEE e B e Sl

clolv]o|o|=lo |~

oclolvlololojolo

28 FISIKAWAN EHUHm MADYA

29 BIDAN PELAKSANA

H.
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30 BIDAN PELAKSANA LANJUTAN
31 BIDAN PENYELIA = ;

32 BIDAN PERTAMA

33 BIDAN MUDA

34 BIDAN MADYA

35 NUTRISIONIS PELAKSANA |

36 NUTRISIONIS PELAKSANA ANJUTAN

37 NUTRISIONIS PENYELIA

38 NUTRISIONIS PERTAMA

39 NUTRISIONIS MUDA

40 NUTRISIONIS MADYA

41 PERAWAT GIGI TERAMPIL
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42 PERAWAT GIGI MAHIR
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43 PERAWAT GIGI PENYELIA
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44 RADIOGRAFER PELAKSANA
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" 45 RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN

46 RADIOGRAFER PENYELIA

47 PRANATA LABORAT ORIUM KESEHATAN PELAKSANA
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48 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN

49 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA
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' 50 TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL

51 TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR

52 TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA
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'53 PEREKAM MEDIS PELAKSANA
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54 PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN

55 PEREKAM MEDIS PENYELIA

56 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA

57 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN

58 ASISTEN APOTEKER PENYELIA

59 SANITARIAN PELAKSANA

60 .SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN

61 SANITARIAN PENYELIA

62 ASISTEN PENATA ANASTESI TERAMPIL

63 ASISTEN PENATA ANASTESI MAHIR
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64 ASISTEN PENATA ANASTESI PENYELIA -
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